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AKIKAT PEMBANGUNAN HUKum pan
PEHTANGGUNGJAWABAN HUKuM:
Perspektif Pancasila dan Is|ap

Paisol Burlian

Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fag h
J1. Jenderal Sudirman Km. 3,5, Palembang, 8511;
e-mail: burlianpaisol@yahoo.co.id

Abstrak: Fokus tulisan ini mengkaji sejauhmana nilai filosofis konsep rumusan
porma penanggungjawaban hukum memiliki kesamaan antara hukum Islam dengan
pilai-nilai yang dicita-citakan pembangunan hukum nasional, yaitu terwujudnya
1ilai keadilan dan kemaslahatan hukum bagi manusia. Akan tetapi dalam hal rumusan
patasan usia atau dewasa bagi seseorang untuk dapat memikul pertanggungjawaban
hukum, terdapat beberapa perbedaan prinsip antara rumusan ‘dqil béligh dalam hukum
Jslam dengan peraturan perundangan di Indonesia. Batasan usia dalam peraturan
perundangan Indonesia perlu disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dewasa
ini. Ketercukupan asupan gizi dan perkembangan teknologi informatika berpengaruh
kuat terhadap kecenderungan lebih cepat dewasa bagi seseorang. Diharapkan kajian
ini dapat mengisi atau memberikan sumbangan konsep atau wawasan baru bagi
tersusunnya ilmu hukum Indonesia atau pembangunan hukum nasional Indonesia.

Abstract: The Essence Legal Development and its Accountability under
the Banner of Pancasila in Islamic Perspective. The focus of this paper is
to examine the extent to which philosophical formulation of the concept of legal
accountability norms are similar between Islamic law with the values aspired in national
laws, the final objective of which spins around the realization of justice and for the
interest of humans. However, in terms of the formulation of age limit for a person
tobe able to bear the legal liability, there are some differences between the formulation
ofthe principle of legal capacity with the laws and regulations of Islamic law in Indonesia.
The legal capacity in Indonesian laws needs to be formulated according to the
social conditions of today's society. Adequacy of nutrient intake, the development
» f°<_’d engineering technology, as well as information technology have relatively
::)’?imbllted to the process of maturity of a person become faster. This study is expected

Il the vacuum of law and throw new insights for the formulation and development

of le ; :
gal science in Indonesian national law.

Ka
ta Kunci; pembangunan hukum, pertanggungjawaban hukum, Pancasila, Islam
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pendahulual

pembangunan hukum nasional diartikan sebagai membaflgun ilmu atay konge
rentang hukum nasional, Dalam konteks ini konsep yang flkﬂn dibangun adalah Konse
- engenaiperanEBUgjawaban hukum s perbuatar manusia/orang berdasarkan Pancygy.”
pembangunan hukum nasional merupakan pﬂfﬂbﬂ“g“nﬂ'n konSt?p nilai ".HHU Pﬂnbangml&n'
budaya hukum, yang dibangun dengan paradigma budaya ideologi Pancasila, yaitu para gy,
moral religius, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi dan paradigma keadilap Sosia]
Dalam konstruks pembangunan (ilmu) hukum nasional Indonesia, hal terseby; Patu£
mendapatkan perhatian dan kajian lebih mendalam.

Dalam konteks tujuan hukum, para ahli hukum Islam sepakat bahwa adanya hkup,
slam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia (1 tahqigi al-mashlgpg,
al-4mmah). Apabila hukum dalam implementasinya tidak mampu memberikan per; i
sebagaimana tujuannya maka secara alamiah hukum akan berintegrasi dan beradaptgg
lingkungannya (taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-amkinah wa al-azmingh).
tual telah banyak teori pemikiran mengenai penerapan syariat Islam,
ermasuk juga penerapan hukum Islam di Indonesia. Namun demikiap,
sesuai dengan sifat ilmu sosial yang sangat subjektif, maka teori para ahli itu pun muﬂgiji
masih ada relevansinya dengan perspektif masa kini atau pun mungkin hanya dianggap
kta sosial yang sudah tidak relevan lagi.

dengan
Secara konsep
secara kdffah (utuh),t

sebagai fa

Terkait dengan teori penerapan syariat Islam banyak dikemukakan oleh para ulama,
politikus, praktisi hukum, akademisi serta para cendekiawan. Hal ini merupakan penguatan
terhadap pentingnya penerapan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan manusia dan
pada prinsipnya setiap umat Islam setuju sebagai tuntutan Allah dan Rasul-Nya. Namun
apabila pemberlakuan ini melalui formalisasi atau legislasi negara maka terdapat beberapa
kelompok pemikiran. Dalam hal ini ada yang menegaskan melalui pendekatan formalistik
legalistik.

Pendapat lain mengedepankan penerapan syariat Islam harus bersifat strukturalistik
dan kulturalistik. Ada juga pendapat yang bersikap analitis akademis dengan memberikan
argumentasi bahwa nilai-nilai Islam itu sebagai salah satu sumber hukum positif, maka
pendekatannya pun harus bersifat subtansialistik. Berbeda dengan pandangan strukturalistik,
pendekatan kultural hanya mensyaratkan sosialisasi dan internalisasi syariat Islam oleh
umat Islam sendiri, tanpa dukungan langsung dari otoritas politik dan institusi negara.
Para pendukung pendekatan kultural ingin menjadikan Islam sebagai sumber etika dan
moral, sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam kehidupan berbangsa, bahkan sebagai
faktor komplementer dalam pembentukan struktur sosial.

Harus disadari bahwa apa pun sistem yang ada, ketika berbicara mengenai pem-
E’E:::mh;k“z;mzﬂs orientasinya pada kodifikasi dan unifikasi hukum nasional.
- lh: : hulf:m m undang-undang. Ketika hukum Islam diposisikan

atau bahan baku hukum nasional, maka sangat besar
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. onnya bahwa undang-undang itu berisi hukum
ki Islam, baik sebagi
Emung — i , baik sebagiann
gzﬂaﬂ‘ hal rertentl -‘:::{Tm l)z’:iinDl sini tafnpak sekali tidak tepatnya dikotomi antl:;z:n hat:zfr:
o . anddl:laan pendekatz;; ;fn“né’; hukum Islam dapat menjadi hukum nasional
hanya de g atif namun juga akademik dan analitis.

kat
oY pembenmkﬂn hukum Islam di Indonesia terkait dengan tatanan politik yang berkai
geng®® ratana’ .hU.kun;dan SIMt P R g masyaralmfyang r)r,;rslﬁu dim
jengd" pilai-nilal b}l aya dan kultur yang mengitarinya. Oleh karena itu kemampu
mengintegr asikan hukum Islam ke dalam sistem hukum Nasional Indonesia d e
nekan pendekatan normatif, kultural dan historis sebagai upaya untflk :f;“

u
enggaP" : :
Elumika“ hukum Islam di Indonesia kiranya patut diperhatikan

s masalah dalam tulisan ini adalah masalah konsepsi pertanggungjawaban

Foku
kum dalam hukum Islam yang dikenal dengan istilah taklif dan mas'itiyyat dalam bingkai
pancaSi]a sebagai cita-cita pembangunan hukum nasional.

ancasila sebagai Cita-Cita Pembangunan Hukum Nasional

pengembangan pemikiran tentang Pancasila dimungkinkan oleh adanya anggapan
pahwa pancasila merupakan wadah di mana berbagai aliran ideologi merasa terpanggil
dan berhak untuk memberikan interpretasi tentang muatan Pancasila. Perkembangan
pancasila mencakup tiga hal, yaitu: 1) Kebangsaan, yang selanjutnya menjadi dasar negara,
sumber hukum dan ideologi nasional, 2) Wadah (fungsi) dan isi (substansi), dan 3) Per-
kembangan pemikiran tentang Pancasila dibentuk oleh pertemuan dan interaksi antara
n ideologi yang ada di Indonesia.
Menurut Sunoto' dan Hardono?, ajaran Pancasila tersusun secara harmonis dalam

suatu sistem filsafat. Dikatakan harmonis mengandung pengertian bahwa masing-masing
dan seimbang sehingga tidak ditemukan ketimpangan

asila. Keharmonisan Pancasila berada dalam
akan suatu rangkaian yang dapat
juga disebut Philosofische Grondslag
dalam atau hasrat terdalam
3 Drijarkara senada dengan

P

berbagai alira

sla tersusun secara selaras, serasi,
di antara sila-sila yang termuat dalam Panc
sistem filsafat, artinya masing-masing sila itu merup

diuji kebenarannya melalui flsafat, Dalam hal ini sering

atau Weltanschauung yang merupakan pikiran-pikiran ter
negara.

warga negaranya untuk di atasnya didirikan suatu

uraian tersebut.*

'Sunoto, Mengenal Filsafat Pancasila (Yogyakarta: BP FE UII, 1981), h. 39-40.
la (Yogyakarta: Penerbit Kanisius,

P Hardono Hadi, Hakekat dan Muatan Filsafat Pancasi
1994), h. 35,
Red *Subandi al-Marsudi, Pancasila dan yUD ‘45 dalam paradigma Reformasi (Jakarta:
jaGrafindo Persada, 2003), h. 66.
Pe ‘.Lihat kumpulan tulisan Drijarkara, Drijarkara tentang Negara dan Bangsa (Yogyakarta:
nerbit Kanisius, 1980), h. 53.
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Pancasila juga merupakan grundnorm. Hal ini .senada dengan teo-ri Hans Kelseq

dnorm sebagai dasar atau asas yang paling dalam pada setiap hukuypm, dan

tentar_lg grun sia secara batin, Teori Hans Kelsen ini berseberangan dengan teor; Hary

I(I;Zr;)g';;(;;?gmr::;ngatakan bahwa hukum itu jauh dari moFal dan etik. Sesuaty bisa saja

sah menurut hukum walaupun berdasarkan nilai-nilai batin masyarakat mencerminkg,
jauh dari rasa keadilan.®

Sebagai ideologi, Pancasila dapat dipahami sebagai k.on'sekuen-si.dari. pandangay,
hidup bangsa, falsafah bangsa, dan berupa sel.)erangka.t.tata nilai yang dlf:lta-mtak;m untuk
direalisir. Pancasila digunakan untuk memberikan StEfbllltE.lS arah dalam hidup berkelompok
dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju tujuan masyarakat berbangs; ¢

Pancasila mengandung sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol sekelompo
masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman ka:yé (atau Perjuangan)
untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa.” Dalam hubungan ini, fungsi Penting
ideologi antara lain adalah untuk membentuk identitas kelompok atau bangsa dan fungsi
mempersatukannya.® Ideologi dipahami, sebagai nilai-nilai dan cita-cita luhur?

Hukum sebagai pengaturan perbuatan-perbuatan manusia yang dibuat oleh
kekuasaan yang sah, bukan hanya berupa keputusan, melainkan juga dalam pelaksana-
annya sesuai dengan ideologi bangsa yang bersangkutan, sebagai pengayom bangsa, yang
institusional, berdasarkan hukum alam. Artinya, pengakuan martabat manusia sebagai
pribadi dengan kemungkinan untuk pengembangan dirinya.' Karena Indonesia telah memjlih
negara hukum (welfare state) sebagai bentuk negara, maka setiap tindakan dan akibatnya
yang dilakukan oleh pihak harus didasarkan dan diselesaikan menurut hukum

Sebagai instrumen perjuangan demokratisasi, menurut Muladi,? proses pembuatan
hukum (law making procces), proses penegakan (law enforcement procces), dan kesadaran
hukum (law awareness) diharapkan dapat menggunakan Pancasila sebagai screening board

*K.Bertens, Filsafat Barat dalam Abad XX (Jakarta: Gramedia, 1981), h. 21. Juga lihat HLA.
Hart, “Positivism and the Separation of Law and Moral,” dalam Law Review (Oxford University,
1958),h. 71.

®Padmo Wahjono, Masalah-Masalah Aktual Ketatanegaraan (Jakarta: Yayasan Wisma
Djokosutono, 1991), h. 25.

’Mubyarto, Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi, dalam buku Pancasila Sebagai
Ideologi (Jakarta: BP-7 Pusat,1991), h. 239.

®M. Sastrapratedja, “Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya”, dalam buku
Pancasila Sebagai Ideologi (Jakarta: Bp-7 Pusat, 1991), h. 142-143.
°Franz Magnis Suseno, Etika Politik (Jakarta: Gramedia, 1988), h. 366-367.

: kat
"A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyara<t
Indonesia (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 154,

& " . 50,
"'Solly Lubis, et.al., Bunga Rampai Pembangunan Hukum di Indonesia (Bandung: Ere
1995), h. 352,

. . nesia"
“Muladi, “Menggali Kembali Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Iimu Hukum a
dalam Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1 no. 1, April 2005, h. 41.
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dalam pelembagaan nilai-nilai universal dan domestik menjadi nilai-nilai yang diakui
secara nasional. Apabila dibandingkan dengan agama yang berfungsi mempersatukan
orang dari berbagai pandangan bahkan dari berbagai ideologi, maka sebaliknya ideologi
mempersatukan orang-orang dari berbagai agama. Ideologi juga berfungsi untuk mengatasi
berbagai konflik atau ketegangan sosial menjadi solidarity making dengan mengangkat
berbagai perbedaan ke dalam tata nilai yang lebih tinggi.™

Kekuatan suatu ideologi, termasuk Pancasila, tergantung pada kualitas tiga dimensi
yang ada pada ideologi itu sendiri, yaitu: Pertama, Dimensi realita, yaitu bahwa nilai-nilai
dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara riil berakar di dalam dan atau
hidup dalam masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut
bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya (menjadi volkgeist/jiwa bangsa); Kedua,
Dimensi idealisme, yaitu bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme
yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam
praktik kehidupan bersama sehari-hari dengan berbagai dimensinya; Ketiga, Dimensi fleksi-
bilitas/pengembangan, yaitu ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan
dan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi
yang bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari hakekat atau jati diri yang
terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.®

Secara politis, menurut Kuntowijoyo'é, Pancasila sampai sekarang tetap efektif sebagai
ideologi yang mempersatukan Indonesia, namun belum efektif sebagai ideologi ekonomi,
sosial, maupun budaya. Hal ini dikarenakan Pancasila masih dipahami sebagai sebuah
mitos daripada ideologi. Kendati demikian, menurut Karl Mannheim, pada kondisi kritis
yang terjadi pada tahun 1965, mitos lebih efektif daripada ideology, sebab mitos bertumpu
pada kepercayaan sedangkan ideologi bertumpu pada intelektualitas. Namun dalam
kondisi normal mitos akan lumpuh dan tidak berdaya. Mitos lebih subjektif dan irasional
mistifikatif sedangkan ideologi lebih objektif dan rasional dialektis.!” Sehingga dengan
demikian sebagai ideologi, Pancasila dituntut untuk tetap pada jati dirinya, baik ke dalam

—

agama'::;dak ada pertentangan ni.lai luhur yang terl_<andung di Pancasila dengan syariat (hukum)
Qag® g larrr!:a hh/:.r;llam}r dalam tl-lllsannya yang bequul “Bertentangankah Pancasila dengan al
andingig, u; a.l }\gxggu(_m Hikmah {anggal 9 Mei 1954,.menguraikan dengan rinci dan mem-
rtentangan dl:ll a Pancasila dengan ajaran al-_Qur’an. Kesxmpplannya, mana mungkin Pancasila
epan” dafap | gan al Qur‘an..Baca' Islam Di Negara Pancasila: Menghadapi Tantangan Masa
akarta; Konstisma'll Sunny, Jejak-Jejak Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Gty tum_Press, 2005), h. 42-48.
lwﬁz hf;agms S;lseno, Etika Politik, h. 366-367.
Sebasni » tancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik,” dalam la
aeat édeﬂlﬂgl_ Ualarta; BP-7 Pusar, 1991), h. 192. bules Pancast
o Intowijoyo, Identitas Politik Umat Islam (Bandung: Mizan, 1997), h, gg.

I Mannheim, ' ; ; : A
Kﬂﬂisius, 1991, 14.3_%151?31 dan Utopia Menyingkap Kaitan Pikiran Dan Politik (Yogyakarta:
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ke luar. Ke dalam, Pancasila harus konsisten, koheren d_an koresponden, Ke luay,
g‘;‘ll;‘;i;la hea:;lenj adi pe;walur dan penyaring kepentingan horizontal maupun Vertika] 1
c

Dalam perspektif paham negara hukum da.n falsafah :ili(iup bEl(l)lsgi:;lslnidolr)le.Sia,l i(epen_
tingan individu dan kepentingan masyarakat diletakkan da ;Im pp e. lm ang. Tyl
ukur demikian ini digunakan mengingat kehidupan dalamh Zm an(f:ail a sarat deﬂgan
kehidupan yang dilandasi oleh adanya dialog, musyawarah dan mufakat.

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selam.a in-i ttalah me“_“njllkkan
kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi ’t?m-lang SOSlal. I?Udaya
dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknol(')gl (iptek), politik, per-
tahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan taty Tuang,
penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam. (SDA) dan lingkungap,
hidup. Berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa lndo_nesm akan memengaryk;
perubahan sosial masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, kemajuan teknologi merupakap
faktor yang sangat nyata peranannya dalam hubungannya dengan perubahan sogja) 2
Soekarno, Proklamator Kemerdekaan RI, menekankan bahwa membangun bukap hanya
membangun satu negara kesatuan Indonesia yang berwilayah kekuasaan dari Sabang

sampai Merauke, tetapi juga membangun masyarakat adil makmur, tatq tentrem kartaraharjq
di dalam wajah negara Republik Indonesia.?!

Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atay
masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Tantangan ke depan di dalam mewujudkan
sistem hukum nasional yang mantap adalah mewujudkan sistem hu
menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan kead
Dalam pembangunan hukum nasional yang harus mendapatkan p

ciptanya supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia
pada Pancasila dan Undang-

kum nasional yang
ilan dan kebenaran,
enekanan adalah ter-

» Pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi
hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-

hak asasi manusia, Termasuk upaya dalam
pembangunan hukum nasional adalah mewujudkan pembaharuan hukum nasional.
pembaharuan hukum nasional harus disesuaikan dengan
umber hukum di Indonesia, Karakteristik masyarakat Indo-

Menurut Barda Nawawi, 2
karakteristik masyarakat dan s

7 , » i 6_47.
*Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial (Bandung: Alumni, 1983), h. 4
#Iman Toto K,

i . Komunitas
. ot Rahardjo (ed.), Bung Karno, Islam, Pancasila NKRI (Jakarta: Ko
Nasionalis Religius Indonesia [KNRI], 2006), h. 241. 2003);
“Barda Naw

i . i kﬁl
h. 43-44 Wi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidang (Bandung: Citra Aditya Ba
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ifat monodualistik dan pluralistik. Sumber hukum nasional berorientasi

nesia lebih bers ; : o et ey
hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu bersumber dari nilai-nilai

pada nilai-nilai
pukum adat dan hukum agama.
pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada nilai-nilai moral religius
dapat dipahami bahwa nilai-nilai moral luhur yang telah membumi di .Indonesia harus
-'pdﬂcan sebagai patok pijakan dalam merumuskan kebijakan hukum nasional. Sementara
-dlja .. +an Islam yang telah dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat oleh mayoritas
. aja;ak Indonesia telah berlangsung sekian abad. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai
pend;llul;ur yang mengakar dan membumi di Indonesia diwarnai oleh nilai-nilai religius
moragansenden, yaitu ajaran Islam.* Nilai-nilai luhur Pancasila tidak ada yang berbenturan
gﬁan ajaran Islam. Bahkan dengan mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara dapat dipahami sebagai wujud pengamalan ajaran Islam dalam

konteks ke Indonesiaan.**

Pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada humanistik (kemanusiaan)
berarti bahwa semua golongan manusia Indonesia pada hakikatnya merupakan satu
persamaan derajat yang berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu keturunan Nabi
Adam. Oleh karena itu, kebijakan dalam pembangunan hukum nasional harus berbasis
pada nilai-nilai persamaan derajat di antara warga negara. Tidak ada tirani minoritas
dan hegemoni mayoritas. Menurut Mulyana W. Kusumah, rakyat harus disadarkan atas
hak-haknya sebagai manusia merdeka guna mengikis habis pelbagai bentuk ketidakadilan
struktural.® Sahal Mahfudh mengemukakan bahwa ketika Indonesia telah merdeka, kaum
Muslim di Indonesia langsung membentuk atau melebur dalam nation Indonesia. Ini berarti
bahwa umat Islam lebih mengedepankan nasionalisme kebangsaan Indonesia daripada ego
kelompok. Akan tetapi bersamaan dengan munculnya berbagai partai politik, nilai-nilai
nation tersebut semakin terkikis dan yang lebih muncul adalah semangat kelompok.26

Pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada demokrasi kerakyatan, dipahami
bahwa upaya untuk mewujudkan hukum nasional Indonesia harus melalui berbagai
tahapan pembicaraan yang sistematis dan terstruktur dengan berbasis pada musyawarah
H}llfakat. Karena hakikat hukum nasional adalah perwujudan nilai-nilai yang diyakini,
l?u]h:uriai dan dipatuhi oleh rakyat atau bangsa Indonesia, maka kebijakan dalam melahirkan
pmbm)n:mom:ll harus bera.ngkat dari kemauan dan kesepakatan rakyat secara demokratis.
i agilllilan flukum nasmflal yang berorientasi pada keadilan sosial dipahami bahwa

eadilan substantif harus tercermin dalam setiap kebijakan hukum nasional.

\

ZJDel.
'ar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3s, 1980), h. 4.

“M. Ab i ;
lijaga p dul Karim, Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam (Yogyakarta: Sunan
25

T€s5, 2004), h, 46.50,

Mulyana w,
(Bandr:,g: Alumni; i‘;g‘l-l;"l?;:,sfiukum dan Hak-Hak Asasi Manusia: Suatu Pemahaman Kritis

Saha]
Mahfudh, Nuansa Figih Sosial (Yogyakarta: LKiS, 2004), h . 240.
141



by DA
MIQOT Vol. XXxViil No. 1 Januari-Juni 20

ik di bidang ekonomi, g;
berbagai aspek kehidupan rakyat, ba da nilai-nilai keadijyy 4.
ey tp gl nan hukum yang beronentas_l pa — nd‘:m
e i pol?;k. Pimhlrl?aiukesejahteraan lahir batin bagi rakyat atau bangsa Onesia,
kemakmuran akan mela

hukum pidana, Barda Nawawi,? menekal-rlkan bal'fwa pengg-unaan
Dalam lapangan hu hatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mew}l.]udkan
hukum pidana.harus memper ang merata materil spiritual berdasarkan Panca:sﬂa. Oleh
masyarakat adil dan mahnu;yﬂngakan pemidanaan juga diarahkan untuk kese_lahteraan
karena itu, menurut sud:::;:;t Cita-cita Proklamasi dan tujuan Negara RI yang tertuang
p pe‘ll)gay;)::;?;? GSJD 1945' kemudian dituangkan dalam pas'al-pasal Batang Tyby},
33;?9:: dan penjelasannya itu, menurut Mukd Arto,-29 dikonsepsikan untuk membangyp,
Indonesia masa depan sebagai Negara Hukum Kesejahteraan.

Manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebabgal l‘nakhluk
Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembfin kodratnya se agai mahlu-k
pribadi dan sekaligus sebagai mahluk sosial. Untuk mencapai tata hubungan yang harmps
dengan sesama manusia, hubungan yang harmonis dengan alam dan hubungan yang
harmonis dengan Tuhannya, maka dirumuskanlah sebuah tatanan atau aturan teknis

nilai yang luhur dan harus dipanuhj bersama,
nilai yang tertuang dalam kesepakatan bersama tersebut merupakan dasar pijakan
bersama dalam mengarungi bahtera kehidupan. Oleh karena ity supremasi nilaj-
tersebut menjadi penting untuk dilaksanakan, agar kebahagiaan lahir batin terwujud.

Nilai-nilai yang dijadikan pedoman bersama dalam segala aspek kehidupan ber-
diformulasikan dalam sebuah wadah atau lembaga yang disebut hukum atay per-
aturan perundangan. Jadi adanya Peraturan perundangan atau hukum mempunyai misi
yang sama yaitu untuk mengatur

tata kehidupan umat manusia demi
kemaslahatan hidup dan kebahagiaan lahir batin

Nilai-

nilai

terwujudnya

Batasan Pertanggungjawaban Hukum dan Relevansinya dengan
Perkembangan Dinami i
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demokrasi dalam masyarakat yang majemuk, perlu dikembangkan sikap toleransi yang
e
tinggi. :
Terdapat lima prinsip toleransi yang dikembangkan oleh UNESCO (1998), yaitu:
ansi sebagai proses pemahaman sejarah dan kebudayaan setiap kelompok,

rtamd, Toler . .
e ras, lingkungan adat, bahasa; Kedua, Toleransi merupakan sikap meng-

SUkuj agama’ 4 " l k .
hormati perbedaan ciri-ciri khusus yang terdapat pada masing-masing kelompok, seperti

bentuk fisiknya, warna kulit, logat dan ucapan, sikap dan gaya pergaulan; Ketiga, Toleransi
memanfaatkan perbedaan ciri khusus dalam upaya memperkoko.h rasa kebangsaan
karena akan saling memperkaya kebhinekaan; Keempat, Toleransi merupakan upaya
membangun kepercayaan antarsesama anggota masyarakat dalam pemecahan masalah
persama secara damai, dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, politik dan budayai
Kelima, Toleransi adalah upaya untuk memantapkan keadilan sosial dalam menghadapi
perubahan yang cepat akibat teknologi dan ekonomi karena gelombang globalisasi.
Masalah etno-nasionalisme yang dapat berakibat disintegrasi bangsa, dapat dihindarkan
melalui program-program sebagai berikut: Pertama, di dalam menyikapi dorongan etno-
nasionalisme yang negatif maka dihindarkan cara-cara pemecahan militeristik, tetapi
dengan menggunakan metode persuasif dan dialogis, serta mengikutsertakan partisipasi
masyarakat setempat. Kedua, pengakuan akan identitas etnis perlu dilaksanakan dalam
arti kultural bukan dalam arti politik. Pengakuan akan identitas etnis akan menyumbang
kepada terwujudnya identitas nasional bangsa Indonesia. Upaya-upaya tersebut harus
dilaksanakan secara serius tanpa kecurigaan timbulnya berbagai tindakan yang berbau
sara. Ketiga, menginsafkan kelompok-kelompok yang cenderung kepada separatisme bahwa
berpisah dengan negara dan bangsa Indonesia akan merugikan, seperti yang terjadi di dalam
proses disintegrasi negara di Balkan. Keempat, menghormati hak asasi manusia, dengan
menghindari berbagai pelanggaran HAM baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah
daerah karena kesalahan paham masing-masing.

Menurut Adji Samekto,*' perubahan tatanan sosial berupa globalisasi dengan segala
ikutannya dan di Indonesia dengan otonomi daerah dengan segala ikutannya cukup signifikan
pengaruhnya terhadap keberadaan konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga ber-
pengaruh terhadap pembangunan hukum nasional Indonesia yang berkelanjutan.

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu
bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum (supremacy of law), pada hakikatnya
Pemimpin negara tertinggi yang sesungguhnya adalah bukan manusia, tetapi konstitusi
yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi
hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan atau konstitusi,

e

"Px Adji Samekto, “Pemb j i ’
dal » Pembangunan Berkelanjutan dalam Tatanan Sosial Yang Berubah,
M Jurnal Hukum Progresif, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2005, h. 29,
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sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagja,

terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang supreme.”

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untyk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agam,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ketentuan inisesy,
dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 28 J UUD 1945, yaitu: Pertama, Setiap
orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bey.
masyarakat, berbangsa, dan bernegara; Kedua, Dalam menjalankan hak dan kebebasap.
nya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang.
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenubhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suaty
masyarakat demokratis.

Aturan atau batasan tentang pertan ggungjawaban hukum yang diatur oleh sebuah
undang-undang nampak berbeda dengan batasan yang diberikan oleh undang-undang
lain meskipun dalam bidang hukum yang sama, bahkan dalam implementasinya terkadang
muncul perbedaan persepsi di antara para petugas di kantor dinas atau instansi terkait
yang berwenang. Tidak adanya sinkronisasi batasan usia atau tambahan keadaan tertentu
ternyata menimbulkan persoalan tersendiri di masyarakatdan berpengaruh pada asas

keadilan dan kemanfaatan hukum.

Pelayanan administrasi pemerintahan akan dilayani hanya dengan persyaratan mem-
punyai KTR Bahkan di berbagai dealer penjualan mobil ataupun sepeda motor, untuk men-
dapatkan surat-surat kepemilikan (jual beli) cukup menggunakan KTP calon pembeli.
Dalam melakukan transaksi perbankkan juga cukup menunjukkan KTP. Dari berbagai
kasus ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih mendapatkan kemanfaatan dan
kemaslahatan, terutama dalam hal keperdataan, apabila batasan kedewasaan atau per-
tanggungjawaban hukum menggunakan indikator sudah mempunyai KTP atau usia
minimal 17 tahun. Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya tentang sengketa waris
di Bali menetapkan bahwa lima belas tahun adalah suatu umur yang umum di Indonesia
menurut hukum adat dianggap sudah dewasa (M.A. tanggal 1 Juni 1955 Nomor 53K/Sip/
1952).* Berdasarkan putusan ini, menurut penulis, seseorang yang telah berusia 15 tahun

berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku dianggap telah mampu memikul pertanggung-
jawaban hukum,

*Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionali - . 1
. » nalisme Ind : tJendera
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hf ;lszne.sla Uiz BEAeS

BR. Subekti, Huk . : _ :
S, J585). b 44[f um Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (Bandung:
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Ada be'berapa kemun glu'n‘an yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan —_—
pcmnggung]awaban hukum, yaitu: Pertama, menyangkut kapan (waktu) produk pemm:m
dangan itu diundangkan. Apabila ada undang-undang yang dilahirkan sekian dasaWara:;
atau sekian abad yang lalu dan dibandingkan dengan undang-undang yang baru dilahirkan
maka akan nampak perbedaan yang mencolok dalam subtansi undang-undang tersebuyt.
perubahan budaya dan sosio kultur masyarakat akan sangat berpengaruh pada isi atay
subtansi sebuah undang-undang; Kedua, menyangkut isi atau subtansi dari undang-undang
tersebut. Ketentuan yang mengatur tentang batasan pertanggungjawaban hukum dalam
transaksi kebendaan akan berbeda dengan ketentuan yang mengatur batasan pertanggung-
jawaban hukum tentang kehidupan rumah tangga yang di dalamnya membutuhkan
ekanan psikologis tertentu; Ketiga, perbedaan ketentuan pertanggungjawaban hukum
juga bisa disebabkan oleh kondisi kualitas subjek hukum (mukallaf).

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adat ini merupakan faktor yang diperhitungkan
dalam pembuatan hukum, dan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap diterapkannya
suatu ketentuan hukum oleh para pelaksana hukum (enforcement agencies).* Pertanggung-
jawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dinilai berdasarkan ukuran kedudukan
pelaku dan korban di masyarakat. Semakin tinggi martabat seseorang di dalam masyarakat
akan semakin berat pula hukuman yang harus diterimanya, begitu juga sebaliknya.>

Berdasarkan rumusan agqil baligh mumayyiz ahliyah yang ada di dalam hukum Islam,
dan juga rumusan-rumusan batasan pertanggungjawaban hukum yang ada di Pancasila,
sertamemperhatikan kemanfaatan kemaslahatan masyarakat Indonesia saat ini, nampaknya
lebih tepat apabila ketentuan rumusan pertanggungjawaban hukum yang terdapat di
peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia perlu adanya penyesuaian sesuai dengan
perkembangan dan dinamika karakteristik masyarakat Indonesia.

Hakikat Pembangunan Hukum dalam Payung Pancasila Perspektif Islam

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama (welfare
rechtsstaat). Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara
demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum dimaksudkan
untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Di samping itu, hukum juga merupakan suatu
mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan tertib.*

Meningkatkan kesejahteraan umum merupakan salah satu dari cita-cita nasional

B “Satjipto Rahardjo, “Hukum Adat dalam Studi Hukum dan Masyarakat,” dalam buku
lg’gi’;hgman Hukum Islam di Indonesia in Memoriam Prof Mr. Dr. Hazairin (Jakarta: Ul Press,
. » . 40,

*Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat. ik
B *Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004)
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Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini Sebagmmma termakpy)
di dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Repl.lbllk Indonesia Tapyy,
1945, yaitu: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Nega.ra Indonesiq
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ungy),

raan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakgp

memajukan kesejahte . _
n abadidan keadilan sosial,,, .«

ketertiban duniayang berdasarkan kemerdekaan, perdamaia

Cita-cita nasional Indonesia ini senada dengan tujuan syari‘at Islam yaitu keselamatan
dan biasa diistilahkan dengan 4a—sW! Znl—al! untuk kemaslahatan umum masyarakat
madani atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafilr. Artinya negara yang sejahtera
(ahir batin) di bawah naungan Tuhan yang Maha Pengampun( y4#).* Firman Allah dalam
QS. Saba/ 34: 15%:

- G P ",E' - J,d"_l-’ ‘-.- T
(355 &3y Al 500 A 19 5EI5 0555 555 ¢ 6 .

Makanlah olehmu dari rezki (yang dianugerahkan) Tuhanmu danbersyukurlah kamu kepada-
Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tihan Yang Maha Pengampun.

Negara yang sejahtera merupakan anugerah dan nikmat dari Tuhan. Oleh karena
itu bangsa Indonesia harus mensyukuri nikmat Tuhan tersebut dengan mengisi kemer-
dekaan yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Sesuai dengan tujuan dari adanya peraturan perundangan atau hukum yaitu untuk keadilan
dan kemaslahatan manusia, selaku subjek hukum*, dalam segala aspek tata kehidupannya.

Nilai yang di dalam bahasa Inggris disebut value adalah termasuk dalam wilayah
pengertian filsafat. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto*!, mengemukakan bahwa
pada hakikatnya nilai adalah sesuatu yang diinginkan (positif) atau juga sesuatuyang
tidak diinginkan (negatif). Menilai mengandung arti menimbang, yaitu kegiatan manusia
menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan selanjutmya mengambil keputusan.
Menilai dapat berarti menimbang dan memperbandingkan sesuatu dengan sesuatu yang
lain untuk kemudian mengambil sikap atau keputusan. Hasil pertimbangan dan per-
bandingan yang dibuat itulah yang disebut nilai. Dalam memberikan penilaian, terdapat
beberapa kelengkapan analisis, yaitu: Pertama, Indera yang dimilikinya menghasilkan

*’Undang-Undan
MPR RI, 2006), h. 2.
*®Amir Syarifuddin, Meretqs Ke

' : b itihad: 2
Di Indonesia (Jakarta: Ciputat Press, ;ggg;], ?1“;‘;% f;é:“ Penting Hukum Islam Kontemporer

g Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal

Majalah limiah Masalah Aaego 251, &i Indonesia Produk Kebijakan Rezim OrdeBaru’

Desember 1999), h. 127, ukum (Semarang: Fakultas Hulum Undip, edisi VI1/Oktober
“'Purnadi Purbacaraka d
Landasan Falsafah Hukym = Soelj(,mo Soekanto, Ikhtisqr Antinomi Aliran Filsafat Sebag®!
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nilai nikmat, dan sebaliknya nilai kesengsaraan; Kedua, Rasio menghasilkan nilai benar dan
salah; Ketiga, Rasa menghasilkan nilai baik dan buruk atau adil dan tidak adil; Keempat,
Rasa estetis menghasilkan nilai indah dan tidak indah; dan Kelima, Iman menghasilkan
nilai suci dan tidak suci, halal dan haram.*

Penilaian baik atau buruk, menurut George Moore (1873-1958) dalam bukunya Principia
(1903) dan Ethics (1912), diberi pemaknaan bahwa kata ’baik’ tidak sama dengan
nyenangkan’. Uraian baik dan buruk ini menggunakan pendekatan filsafat.*?
Amin Abdullah,* dalam memberikan penilaian juga memandang sistem etika
rpikir. Ada keterkaitan erat antara etika dan sistem atau pola berpikir
di, kelompok atau masyarakat. Suatu keputusan dapat mengatakan
dak religius, dan sebagainya yang berkaitan dengan unsur-
smani, kepercayaan, cipta, rasa dan karsa. Maka
sesuatu dapat dikatakan mempunyai nilai yaitu apabila sesuatu itu berguna atau ber-
manfaat, benar (nilai kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai moral etis), religius

).%s Kaitan dalam konteks inilah, bangsa Indonesia harus mengkaji ulang
perundangan

Ethica
'yang me
Menurut
sebagai cermin pola be

yang dianut oleh priba
benar atau salah, religius atau t
unsur yang ada pada manusia yaitu ja

(nilai agama
terhadap batasan pertanggungjawaban hukum yang berada di peraturan

warisan Kolonial Belanda, apalagi undang-undang tersebut telah dilahirkan di negera

asalnya sekian abad yang lalu. Penyesuaian ini penting dengan pertimbangan kondisi
sosial masyarakat Indonesia saat ini sudah jauh maju ke depan dibandingkan dengan
waktu lahirya undang-undang tersebut. Perkembangan teknologi informatika yang pesat
dan asupan gizi yang cukup melalui berbagai rekayasa teknologi pangan juga mempunyai
kontribusi cukup besar terhadap kematangan berpikir seseorang sehingga memengaruhi
perkembangan fisik dan biologis kedewasaan seseorang.

Pertanggungjawaban hukum melekat pada pribadi seorang manusia. Menurut al-
Syathibi, pertimbangan utama yang dipakai untuk menganalisisnya adalah qudrah (kemam-
puan) dan masyaqqat (kesulitan). Qudrah merupakan unsur esensial dalam kewajiban
hukum, dan oleh karenanya kewajiban apa pun yang berada di luar kemampuan manusia
yang wajar adalah tidak valid.* Kata bertanggung jawab mempunyai pengertian berkewajian
menanggung, memikul tanggung jawab; dan menanggung segala sesuatunya. Kata mem-
pertanggungjawabkan mempunyai pengertian memberikan jawab dan menanggung segala

“’Subandi al-Marsyudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigm 1
_ i a Reform :
RajaGrafindo Persada, 2003), h. 45. ¢ VERIEE SR
:K.Bertens, Filsafat Barat, h. 21-25,
M. Amin Ab ] Vi, . Isi
Félajar 16003, 1. 3 ;l;llah, Studi Agama Normativitas atau Historisitas? (Yogyakarta: Pustaka
“Ibid
46 " y ; —
ul Tho]::duhhtam"'lad Kl}alld Mas ut_i, Islamic Legal Philosiphy: a Study of Abu Ishaq al Shatibi's Life
Khias, 1 595,) lel:]-;;l:;llan W Asmin, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Surabaya: Al-
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t bahasa berarg
akibatnya (kalau ada kesalahan)."” Kata tangguTigi.awab m:g:)lll’:h o ::ertrl :leadaan
wajib menanggung segala sesuatunya (kalau teqaql e bebanan, seba : ai akjsb o
diperkarakan, dan sebagainya); dan fungsi menerima pem dae At sikap

pihak sendiri,

Berdasarkan sila pertama Pancasila, yaitu Keruhfman Yang M.aha e, Manusia Inq,
nesia harus meyakini bahwa Tuhan adalah Dzat Penciptanya dan juga menciptakap, alay
semesta beserta isinya, Negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk dgamy
dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pasal 29 UUD 1_945_ menyebutkgy,.
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; dan Negara menjamin kemerde
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat Menury;
agamanya dan kepercayaannya itu.*®

Semua aktivitas warga masyarakat harus senantiasa berada di bawah rambu.ramp,
ajaran agama dan kepercayaannya. Oleh karenanya ia mempunyai ikatan emosiona] dan
juga pertanggungjawaban hukum transendental dengan ajaran agama dan kepercayaap

yang diyakininya, Manusia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai kesempurnaay,
penciptaan (ahsani taqwim).®

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai bentuk yang sempurna, dap
paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain, baik dilihat dari segi fisik maupun
psikis. Ia dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola jagad raya (khalifatullah fial-ardh). Sebagai

hamba Tuhan, ia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Firman Allah
QS. al-Baqarahy/ 2: 30:

s e ’ - A B 2 ok :“’ 7 T @ - - 2, Eal T
el lasss b Aoy 0 G JR2ITJ6 208 onNT 3 Ue e G adl]) o 63
. S G sk L L :h,’, PR D SN BT I L
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Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “sesungguhnya Aku hendak
menjadikan seorang khalifah di muka bumi,” Mereka berkata: “mengapa Engkau hendak men-
Jadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan

darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?”

Tuhan berfirman: “sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Pertanggungjawaban hukum tidak hanya sebatas dj muka bumi ini, tetapi ia juga

akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya kelak di akhirat, Menurut Huilbers

hukum pada prinsipnya mempunyai nilai-nilai transendental. Nilai.nilai ransendent?

’Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, K, ia (Jakarta:
Balai Pustaka, 2005), h, 11, » Ramus Besar Bahasa Indones

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi . gekretariat
Jenderal MPR RI, 2006), h. 67, nesia Tahun 1945 (Jakarta:

“H. M. Amin Syukur, Pengantar Studi Islam (Semarang: Bima Sejati, 2000), h- 10-11.
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pukum berada pada pertanggung jawaban hukum.* Menurut Qodri Azizy perlu ada keseim-
pangan antara amaliah (perbuatan) keduniaan dan amaliah keakhiratan. ! Dan yang lebih

penting lagi bahwa al dun ya) yang artinya dunia adalah tanaman yang 3 42« , s
magra‘at al akhirat (buahnya nanti akan dituai di akhirat kelak). Apabila seseorang telah
meyakini bahwa semua perilakunya di dunia akan dituai atau dipetik buahnya di akhirat
kelak, maka ia akan menjadi orang yang bertanggungjawab atas semua perbuatannya di
dunia. Hal ini senada dengan firman Allah di dalam Q.S. al-Isrd’/ 17: 36:

Sl e e ,lilj”,".-l”"z” - Er,' N A IR

@ U5tz i AT 8 5154005 7Ty G2 2T Sle a1 5 .5 s

pan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.
Gesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan

jawabnya.

Berdasarkan ayat tersebut, semua hal yang dilakukan oleh manusia akan diminta
pertanggungjawaban oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang ia dengar akan diper-
tanggungjawabkan di hadapan Tuhan, apa yang ia lihat juga dipertanggungjawabkan
di hadapan Tuhan, dan apa yang ia rasa di hati juga dipertanggungjawabkan di hadapan
Tuhan. Tidak hanya perbuatan yang nampak oleh mata lahiriah saja yang dipertanggung-
jawabkan, tetapi isi hati pun juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Syariat atau ajaran Tuhan senantiasa mempertimbangkan kemampuan dan kesang-
gupan makhluknya (ld yukallifu Alléh nafsan illd wus‘ahd). Ini berarti bahwa manusia
mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam upaya memenuhi kewajibannya, yaitu melak-
sanakan syariat atau hukum. Oleh karena itu adanya batasan pertanggungjawaban dalam
hukum juga merupakan wujud ikhtiydr ketaatan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam ilmu mantik (logika), manusia dirumuskan sebagai hayawdnun ndthiqun,
artinya hewan yang bisa berkata-kata dan mengeluarkan pendapat dengan berdasarkan
pikirannya.5 Dengan akal budinya manusia menjadi berbudaya, dan dengan nuraninya
manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma sehingga manusia menjadi bermoral.
Baik dan buruk tidak disandarkan kepada manusia seniman, manusia olah ragawan,
manusia ilmuwan. Tetapi baik dan buruk dalam kaitannya dengan moral disandarkan
kepada manusia sebagai manusia. Dalam bahasa Jawa disebut ‘rasarumangsaning ati o

Pertanggungjawaban hukum dipengaruhi oleh kemampuan manusia dalam mema-
hami dan menyadari nilai-nilai dan norma-norma tersebut. Manusia dianggap cakap

—

**Theo Huijbers OSC., Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah (Yogyakarta: Kanisius, 1982),

h. 15

§ 1 : 1) . .

limy, 21:(;?)(: d;: ﬁ;{zy’ Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial (Semarang: Aneka

Endang Saifuddin Anshari, llmu, Filsafat, dan Agama (Surabaya: Bina llmu, 1981), h. 14
N.Driyarkara, Percikan Filsafat (Jakarta: Pembangunan, 1981), h. 19.
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melakukan tindakan hukum apabila akal budi dan nuraninya dalam kondisi yang ide,
sebagai makhluk Tuhan yang sempurna. Kurang berfungsinya akal budi dan hilangpy,
nurani menandakan bahwa ia telah kehilangan status kemanusiaannya yang utuh, O]e},
karena itu ia masuk kategori tidak cakap atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, (ljha,

bagan hakikat kodrati manusia berikut ini).

Bagan Hakikat Kodrati Manusia

Individu
Sifat /

kodrati \ soslal

/ raslo

Jiwa Karsa
Manusia Susunan
kodrati Rasa
Raga
Makhluk mandiri
Kedudukan

kodrati \

Makhluk Tuhan

Prinsip kemanusiaan yang dianggap ideal adalah kemanusiaan yang adil yang langsung
dirangkaikan dengan kata beradab. Sifat adil itu sangat dekat dengan sifat ketakwaan
seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa (tauhid), maka secara empirik, keadilan juga
sangat berdekatan dengan keadaban (civility). Dengan sendirinya sifat berkeadilan dan
berkeadaban merupakan konsekuensi logis dari tingginya kualitas ketakwaan warga
suatu masyarakat. Peradaban tidak mungkin tumbuh dalam struktur sosial yang tidak ber-
keadilan. Jika struktur sosial timpang, maka di dalamnya akan terjadi penindasan antar-
sesama manusia. Dalam kondisi semacam itu, peradaban umat manusia tidak akan ber-
kembang sehat. Penyebabnya adalah bahwa dalam struktur yang menindas itu, kebebasan
atau kemerdekaan berpikir tidak akan tumbuh dan karena itu ilmu pengetahuan juga
tidak akan berkembang, Akibatnya, perkembangan peradaban masyarakat atau bangs3
yang bersangkutan tidak dapat tumbuh secara sehat 5

Firman Allah Q.S al-M#’idah/5: 8:

*Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusiongli deral
. ; tusionalisme I ' - Sekretariat Jen
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R, 2006),17}1: ff;?fif e
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Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan
(kgbenal‘dﬂ) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu
atu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena

terhadap sesu
odil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui apayang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat tersebut nampak adanya prinsip objektivitas atau tidak subjektif,

prinsip tidak pilih kasih atau non-favoritisme dan anti-nepotisme, prinsip tidak berpihak
atau fairness untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam pertanggungjawaban hukum.
Oleh karena hubungan di antara kemanusian dan keadilan begitu kuat terkait satu sama
lain, maka sila kedua Pancasila dirumuskan oleh the founding father dalam satu konsepsi
tentang sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak akan ada peradaban yang tidak
didasarkan atas perikehidupan yang berkeadilan, dan tidak akan ada keadilan jika peradaban
dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tidak berkembang. Oleh karena itu untuk
membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat, penting sekali artinya mene-
gakkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Rumusan pertanggung-
jawaban dalam hukum juga harus selaras dengan nilai keadilan dan keberadaban umat

manusia.

Sila keempat dari Pancasila adalah Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijak-
syawaratan/Perwakilan. Berdasarkan sila ini, maka kekuasaan
rakyat. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan

m menentukan batasan pertanggungjawaban hukum
am ber-

sanaan dalam Permu
yang tertinggi berada di tangan

hukum nasional termasuk dala
harus menempatkan posisi rakyat sebagai penentu. Tradisi kebiasaan rakyat dal
transaksi dan berinteraksi sosial dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan batasan
pertanggungjawaban hukum. Hal ini juga terlihat dalam tradisi kebersamaan di desa-

desa yang terungkap dalam prosedur mengambil keputusan yang ditempuh oleh para
sesepuh desa, Mereka mengenal musyawarah, setiap yang hadir di rapat dapat berbicara
serta gagasannya didengar oleh orang lain dalam rembug desa. Setelah ditimbang-timbang
akhirnya diambil keputusan.*s Dalam musyawarah juga hanya diikuti yang sudah dapat
nyandang gawe, artinya yang sudah dewasa.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mencerminkan nilai-nilai keadilan
_ya-ng harus ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila keadilan sosial
ini merupakan tujuan dari empat sila Pancasila yang mendahului, sebagai tujuan bangsa

—

$Pipit Seputra, Beberapa Aspek Dari Sejarah Indonesia (Ende: Amoldus, 1973), h. 75.
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rwujudanny? jalah tata masyarakat yang adj] dan

Indonesia dalam bernegara, yang p€
8 dil dalam kemakmuran.

makmur. Makmur dalam keadilan dana
Dalam menentukan kriteria batasan pextang'gur.lg]a;fv aban hukum ha_rus Men.
cerminkan nilai keadilan di masyarakat, baik secard distributf maupun S‘fbtan“f- Kriterj,

|awinan belum tentu sesuai dengan Kriteriy

batasan pertan . waban dalam bidang Per
PEHANEEITER kum keperdataan lainnya. Perbe daan

batasan pertanggungjawaban dalam bidang huxum * _
kriteria ini dimungkinkan karena nilai kualitas pekerjaar, akibat dan tanggungjawa},

serta hasilnya tidak sama.
%6 mengemukakarn, kendati manusia di manapun di duniasecay,

tetapi secara sosial berbeda-beda. Perbedaan lagz,
h kuat terhadap institusi yang di pakainya, termasy}
um merupakan sebagian dari kebudayaan suap,
setiap bangsa mempunyai kebudayaannya sendiri
dan juga mempunyai hukumny g berbeda dengan kebudayaan dan hukum
bangsa lain. Wirjono Projodikoro® dalam lapangan perdata men gemukakan, adalah suary

empertahankan ketentuan isi perundangan

keganjilan kalau bangsa Indonesia masih m ;
warisan Kolonial Belanda, padahal pemerintah Belanda sibuk untuk menggantikan hukum

perdatanya dengan hukum perdata yang baru.

perbeda menurut tempat dan waktu, akan tetapi
tidak ada hukum sesuatu waktu, sesuatu bangsa atau sesuatu negarayang berdiri sendiri.
Hal ini berarti, hukum yang telah ada di masa lampau kemungkinan besar akan berbeda
dengan hukum di masa yang akan datang. Hukum yang berada di Indonesia juga akan
berbeda dengan hukum yang berlaku di Barat. Perbedaan ini wajar dikarenakan perbedaan

Satjipto Rahardj
biologis-fisiologis adalah sama, akan
belakang sosial ini niscaya berpengart
hukum. Subekti” mengemukakan, huk

bangsa. Sudah menjadi kenyataan bahwa
a sendiri yan

Menurut van Apeldoorn®, hukum

karakteristik budaya suatu masyarakat.

Meskipun demikian, menurut Van Apeldoorn, hukum yang berbeda-beda tersebut
terdapat hubungan historis. Oleh karena itu diperlukan kajian perbandingan hukum.”
Barda Nawawi mengemukakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang ada selama
ini mengandung berbagai kelemahan dan kemampuan yang sangat terbatas dalam meng-
hadapi berbagai masalah. Menghadapi kondisi demikian seyogyanya ada keberanian 28
inovasi dari aparat penegak hukum untuk mengefektifkan peraturan yang ada denga®
melakukan interpretasi atau konstruksi hukum yang bersumber pada teori atat ilmu

s¢Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lai : . ) ) . Kompa
2003), h. 34. J isi Lain Dari Hukum Di Indonesia (Jakarta: Penerbit Buku
h. 5

s’Subeki, Perbandingan Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramit3, 1978),

8Wirjono Prodjodi a :
1976), h. '13 no Prodjodikoro, Hukum Antar Golongan di Indonesia (Bandung: Sumur
434

9L.J.van A . h.
obid peldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta; Pradnya Paramita, 1981);
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Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adalah untuk manei

diperlukan kreativitas kritis yang progresif dan menolak mu.nih: I]letm dan oleh karenanya
Harold J. Berman, perubahan hukum menunjuk pada pcu,‘ 'cr‘:?%.kn'[?cmumn."«'— Menurut
mengalami pertumbuhan.® Pertumbuhan hukum memilikiﬁ0 l.':':" vahwa hukum selaly
ubahan tidak hanya adaptasi diri dari yang lama terhadap ya :58 l;ql::em;,ll' .A_ninya, per-
dari suatu pola perubahan. Ini tidak terjadi secara acak melainkan di;lﬂﬁi;l:::‘d?[ Juga ba gian
kembali peraturan-peraturan masa lalu dengan keadaan masa kilni Ser::: p;:nafmran
kebutuhan di masa yang akan datang. Dalam pertumbuhannya, hukum berint‘eraisiu(;umn-
sektor-sektor kehidupan sosial secara sistemik. Menurut Talcott Parson, masyarakir:gtzz

ubahnya seperti struktur tubuh manusia yang memiliki berbagai bagian yang saling

berhubungan satu sama lain.

Begitu juga masyarakat mempunyai kelembagaan yang saling terkait dan bergantung
satu sama lain, sehingga perubahan pada satu lembaga akan berakibat pada perubaha;
di lembaga lain.* Dalam berinteraksi dengan kehidupan sosial, terjadi tarik menarik antara
realitas dengan yang idealitas di masyarakat hukum. Soetandyo®, berpendapat bahwa
arti perubahan dimengerti sebagai perubahan dari apa yang secara ideologik dikehendaki
ke fungsi lain di luar ideologik yang tidak dikehendaki, sehingga menunjuk pada pengertian
terjadinya celah selisih antara apa yang das sollen (yang ideal) dengan das sein (yang senyatanya).

Oleh karena itu berdasarkan teori-teori dan pandangan atau pendapat yang dikemukakan
oleh para ahli tersebut, perumusan batasan ketentuan pertanggungjawaban hukum yang

dipakai di belahan dunia barat akan berbeda dengan ketentuan di belahan dunia timur.

Batasan pertanggungjawaban hukum seseorang dalam bingkai Pancasila bersifat

fleksibel dan elastis. Ukuran yang digunakan adalah kemampuan akal manusia untuk
dap perilakunya berdasarkan nilai-nilai moral religius

mengorganisir secara bijak terha
alistik/persatuan (kebangsaan); demokrasi

(ketuhanan); humanistik (kemanusiaan); nasion
(kerakyatan); dan berkeadilan sosial.

¢IBarda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di

Indonesia (Jakaria: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 78-80.
t2gatjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangur
dalam buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia (Yogyakarta: Pust
“Harold J Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western

(Cambridge: Harvard University Press, 1983), h. 9.
~ “Talcott Parsons, The Social System (llinois, The Free Press, 1951); Uraian tentang hubungan
sibernetika di dalam hukum ini lebih terinci dapat juga dibaca di Ronny Hanitiyo, Studi Hukum

dan Masyarakat (Bandung: Alumni, 1985), h. 69-80.
Dari Hukum Kolonial ke Huku

~“Soetandyo Wignjosoebroto,
Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia (Jakarta: RajaGra

wan Jimu Hukum Indonesia,
aka Pelajar, 2006), h. 8-9.
Legal Tradition

1 Sosial-

m Nasional: Dinamike
230.

findo Persada, 1995), h.
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Penutup

Hakikat pembangunan hukum dalam payung Pancasila Perspektif Islam adalal,
keselamatan dan kemaslahatan umum masyarakat madani atau baldatun thayyibagyy,
wa rabbun ghafiir, artinya negara yang sejahtera (lahir batin) di bawah naungan Tuhap

yang Maha Pengampun dan senada dengan cita-cita nasional Indonesia yang dirumusky,,
dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum. Hal inj sebagaj.
mana termaktub di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republjk

Indonesia Tahun 1945.
Dalam mengimplementasikan peraturan perundangan Indonesia, diupayakan agy,

dibarengi dengan menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Terlepas
nilai-nilai yang hidup dan berkembang tersebut bersumber dari hukum Islam atau hykyy,
Adat. Penerapan hukum yang kaku justru berakibat kontraproduktif dari maksud diundang.

kannya sebuah peraturan.
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